
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Menimbang:

Mengingat : 1.

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 35 TAHUN 2020

ENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal

2019

i]
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkanPeraturan Bupati Tana Tidung tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nombor 75
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Hak atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rep
. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perolehan

ublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keua
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo
Nomor 4286);

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rep

ngan
2003
nesia

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
ublik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep

dan
ublik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

BUPATI TANA TIDUNG

TE

2.

3.

4.

5.



10.

11.

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 entang
6.

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049); !

7.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
8.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 =‘tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranRepublik Indonesia Nomor 5679);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 t ntangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 te tangStandar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 te tang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 52 19);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentangPelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat);

ndang
Atas

egara

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

16.

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun (2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

egara



Menetapkan:

Laporan realisasi anggaran 2019 terdiri atas :

17.

18.

19.

|

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia

Tahun2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013tentang Penerapan Standar Akuntansi

rte, Negare

Ur 1Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452);
|Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 |Tahun2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi

2017 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 012020 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaKabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019 (LembaranDaerah Kabupaten Tana Tidung 2020 Nomor 01).

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan akyatDaerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun

ahun
aer.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJABARANPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2019

1. Pendapatan

Pasal 1

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 20.308.596.176,63
b. Pendapatan Transfer Rp. 686.268.818.492,16
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah_ Rp. 16.131.997.421,63

Jumlah Pendapatan Rp. 722.709.412.090,42

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 193.533.476.224,00
2) Belanja Bunga Rp. -

3) Belanja Subsidi Rp. -

4) Belanja Hibah Rp. 15.247.450.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.284.660.982,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. -

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 101.805.856.589,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. -

Rp. 311.871.443.795,00



b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

Rp. 25.216.099.835,00
Rp. 184.448.698.370,85
Rp. _200.682.209,539,76

Rp. 410.347.007.745,61
Rp. _—-722.218.451.540,61
Rp. 490.960.549,81

Rp. 53.483.407.295,17
b. Pengeluaran Rp. -

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 53.483.407.295,17Sisa lebih pembiayaan
Anggaran Sebelum Koreksi Rp 53.974.367.844,98Koreksi SILPA Rp. 0,00Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran ({SILPA) Rp. 53.974.367.844,98

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tana Tidung ini.



Pasal 6

Peraturan Bupati Tana Tidung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkar
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di/ideng Pale
pada tangga/ 3 September 2020

BUPATIA'ANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 85
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SAID


